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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelngatu lran hulkulm pidana, tindak pidana melmpelrdagangkan obat 

sulbstandar yang dilakulkan olelh bidan melmiliki belbelrapa dasar hulku lm 

belrlandaskan pada Pasal 386 ayat (1) Kitab U lndang-Ulndang Hulkulm Pidana 

(KUlHP), Pasal 62 ayat (1) Ulndang-Ulndang No. 8 Tahuln 1999 telntang 

Pelrlindu lngan Konsulmeln, selrta Pasal 196 dan Pasal 197 Ulndang-Ulndang 

Nomor 36 Tahu ln 2009 telntang Kelselhatan. Dalam Pasal 386 ayat (1) KU lHP, 

sanksi yang dijatu lhkan belrulpa pidana pelnjara paling lama elmpat tahuln. Dalam 

Pasal 62 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1999 telntang Pelrlindulngan 

Konsu lmeln, sanksi yang dijatu lhkan belrulpa pidana pelnjara paling lama 5 tahu ln 

dan pidana delnda paling banyak Rp2.000.000.000 (du la milyar rulpiah). Dalam 

Pasal 196 U lndang-Ulndang Nomor 36 Tahu ln 2009 telntang Kelselhatan dijatu lhi 

sanksi belrulpa pidana pelnjara paling lama 10 tahu ln dan pidana delnda paling 

banyak Rp1.000.000.000 (satul milyar rulpiah) selrta Pasal 197 Ulndang-Ulndang 

Nomor 36 Tahuln 2009 telntang Kelselhatan melnjatu lhkan sanksi be lrulpa pidana 

pelnjara paling lama 15 tahu ln dan pidana delnda paling banyak Rp1.500.000.000 

(satu l milyar lima ratuls julta ru lpiah). 

2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan obat substandar 

termasuk kepada tindak pidana penipuan karena menjual obat yang tidak 

memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kasus bidan yang 

memperdagangkan obat substandar, jarimah yang ditentukan dalam hukum Islam 

adalah jarimah ta’zir karena unsur-unsur jarimah hudud dan qishash/diyat belum 

sepenuhnya terpenuhi, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap 

syubhat. Maka sanksi yang digunakan adalah jarimah ta’zir dan hukumannya 

diserahkan kepada para hakim (Ulil Amri) di pengadilan. 

3. Pelrtimbangan Hakim dalam pultulsan Pelngadilan Nelgelri Meldan Nomor 

1406/Pid.Suls/2020/PN Mdn, Hakim belrlandaskan pada Pasal 62 ayat (1) UlUl 
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RI No. 8 Tahu ln 1999 telntang Pelrlindu lngan Konsulmeln dan sanksi pidana yang 

dibelrikan adalah pidana delnda selbelsar Rp5.000.000,00. Melnu lrult pelnullis, sanksi 

yang dijatu lhkan olelh hakim telrselbu lt telrbilang ringan dibandingkan delngan hal 

yang me lmbelratkan Telrdakwa yaitu l melrelsahkan dan melmbahayakan nyawa 

orang lain. Dalam pe lnjatu lhan sanksi, U lndang-Ulndang Nomor 36 Tahuln 2009 

telntang Kelselhatan melrulpakan sanksi yang selsulai delngan profelsi Telrdakwa 

selbagai selorang Bidan karelna di dalam U lndang- Ulndang te lrselbult melngatu lr 

sanksi atas tindak pidana yang te lrjadi dalam du lnia kelselhatan. Dalam kasu ls 

melmpelrdagangkan obat su lbstandar yang dilaku lkan olelh Bidan telrselbult dapat 

diselsulaikan delngan Pasal 196 Ulndang-Ulndang Nomor 36 Tahu ln 2009 telntang 

Kelselhatan karelna Telrdakwa tellah telrbulkti belrsalah me lngeldarkan seldiaan 

farmasi/obat yang tidak me lmelnulhi standar dan pelrsyaratan kelamanan. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis juga ingin menambahkan 

sedikit  saran sebagai berikut : 

1. Para pelaku yang memperdagangkan obat substandar terutama tenaga 

kesehatan harus ditindaklanjuti karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya 

bagi masyarakat, karena untuk mendapatkan obat substandar tersebut terbilang 

sangat mudah disebabkan penjualan obat substandar tersebut marak beredar di 

masyarakat. Kelpada telnaga kelselhatan diharapkan melmbelrikan sosialisasi 

kelpada masyarakat melngelnai bahayanya melngonsulmsi obat- obatan 

sulbstandar agar masyarakat lelbih paham melngelnai obat-obatan sulbstandar. 

2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap para pelaku perdagangan obat substandar agar menimbulkan efek jera 

bagi para pelaku perdagangan obat substandar yang lain. Penerapan sanksi 

pidana terhadap bidan yang memperdagngkan obat substandar harusnya 

berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, karena pertanggungjawaban pidana dan juga sanksi pidana serta 

sanksi dendanya lebih berat dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3. Kelpada masyarakat dihimbau l ulntu lk sellalul celrmat dalam me lngonsulmsi obat 

dan sellalu l belrhati-hati dalam melmilih obat-obatan. Diharapkan kelpada 
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masyarakat u lntu lk sellalul melmpelrhatikan lingku lngan selkitar apabila ada yang 

mellakulkan pelrdagangan obat sulbstandar agar tidak ragu l ulntu lk mellaporkan hal 

telrselbult kelpada pihak yang belrwajib kare lna jika tidak dilaporkan maka 

pelrdagangan obat su lbstandar ini akan se lmakin banyak telrjadi di lingku lngan 

masyarakat dan akan melnyelbabkan banyak kelrulgian bagi masyarakat itul 

selndiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


